
PEMER皿ITAH KABUPATEN PES量SIR SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TER題ADU SATU PINTU
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TEN重ANG

賞Z暮N OPERASIONAL SATUAN PEND!I)IKAN NON FORMAL

LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) ZIKRA

BUPATI PESISIR SELATAN,

:　a. bahwa dalam rangka memberikan k印astian huku皿∴kepada

Penyelenggara pendidikan Nonfomal dalam memberikan layanan

Pendidikan kapada masyamkat perlu diterbitkan Izin Operasional Satuan

Pendidikan Non Fomal I禽mbaga Kursus Pela血an (LKP) Z恥;

b. bahwa bedasarkan pertinbanga皿sebaga血ana di maksud dalam hu則f a,

Pe血ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Lzin

Operasional Satuan Pendidikan Nonfomal Lembaga Khursus Pelatihan

qKP) ZⅡ職A;

Mengingat　　　: l. Undang - Undang Nomor 12 T址un 1956 tentang Pemben ukan Daerah

Otonom Kab叩aten dalam Lingk皿gan Daerah Propi血si Sumatera耽ngah

( Lembamn Negara Republik Indonesia l比hun 1956 nomor 25) Jis

Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tchun

1958 (Lembaran Nagara Republik血donesia ’fahun 1958 Nomor 108,

1ambahan Lembaran Negara Republik血donesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembamn Negara Repub此血donesia ’比hun 2003 Nomor 78,

TZmbahan Lembaran Negara Republik血donesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik　血donesia　嶋hun　2004　Nomor 125,

Talnbahan Lembaran Nega重a R印ublik　血donesia Nomor　4437),

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terak血dengan Undan rUndang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pe則bahan Kedun Atas Undang-Undang

Nomor 32 Iahun 2004 tentang Pemerint血an Daerah (Lembaran Negara

R印ublik血donesia Tahun 2008 Nomor 59, TZ血bahan Lembaran Negara

Republik血donesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ten血g Pendidikan Pra

Sekolah (Lemb劃an Negam Republik血donesia Tahun 1990 Nomor 35,

職血bahan Lembaran Negam Republik血donesia Nomor 341 1 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tthun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan a,embaran Negara R印ublik血donesia嶋hu皿2005 Nomor

4l,鴫mbahan Lembaran Negara Republik血donesia Nomor 4496),

Sebagainana telah iubah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Pera請an Pemerintah Nomor 19 Tthun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 7l. Tambahan Lembann Negara Reoublik



7. Pera血Peme血tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba由an Urusan

Pemerintch Daerah Provinsi, dan Pe血erintch Kabupaten I Kota;

8. Peratuan Pemeri皿tah Nomor 47 Tahun 2008 termg W郵b Bel雀jar

(Lembaran Negara Republik血donesia lbhun 2008 Nomor 90, Thbahan

Lembaran Negara R印ublik血donesia Nomor 4863);

9. Peratu則l Peme血tah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik血donesia

Tahun 2010 Nomor 23, TZ血bahan Le血baran Negara Republik血donesia

Nomor 5 103), Sebagaimana telah diubah dengan PeI種turan Pemeri皿tah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perub血an atas Peraturm Pemerintah

Nomor 17　Tahun　2010　tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik血donesia TZ血un 2010 Nomor

l 10, Tinb血an Lemb紺an Negara Republik血donesia Nomor 5 1 55);

10" Peraturm Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rq)ublik血donesia

Nomor 81 Tahun 201 3 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Fomal;

l l" Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rapublik血donesia

Nomor 1 7 Tbhlm 201 7 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada taman

Kanak - kanak, Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas, Sekolah Menengah KQjunIan, atau Bentuk lain yang

§cde申at;

12.血smlksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan W勾ib Belむar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dan Pembe嶋田tasan Buta Aksara;

13.K印utusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor O5110.2001 tentang

Pendidikan Anak Usia Dini;

14.Pera山ran Bupati Pesisir Selatan Nomor　43　Tahun　2016　teImung

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Ke[ia dan

Uraian Tugas Jabatan Struktural D血as Penanaman Modai dan Pelayanan

Perizinan耽rpadu Satu Pintu;

15.Pemturan Bupati Pesisir Selatan Nomor　7　T址un　2017　tentang

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pe竜血an Tapadu Satu Pintu

Kabupaten Pesisir Selatan;

1 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285IKPTS佃P十PS/20 1 7

tentang Penetapan Standar OpeI槌ional Prosedu Pelayanan Periz血an dan

Non Perizinan Kepada Dinas Penananan Modal dan Pelayanan Perizinan

耽xpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

1 7. Keputusan K印ala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor : 420/90佃PK-P肌JDNI/20 16 tentang Izin Operasio血al

Satuan Pendidikan Nonfomal Lembaga Pendidikan dan Keterampilan

叫PK) Zik財;

l. Pemohonan Izin Lembaga Kursus Pelathan (LRT) ZIKRA

An.ARSIL,S.Pd selal調　Pimp血an LKP ZIKRA. Kecamatan Sutera

Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sunt Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor : 420I3 1 1/DPK佃AUD-DIKMAS/2020,Tingga1 07

Februari 2020.



MEMUTUSKAN

Membe軸【an Perpapj angan Izin Opera§ional血Kepada:

Nama Lembaga　　: un ZIKRA

Jenis kegiatan　　　: LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)

Penyelenggara　　　: ARSIL, S.Pd

Alamat　　　　　　: Kampung Lansano Nagari Lausano丁をatak

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Izi血Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non fomal lembaga Kursus

Pelatihan sebagaimana dimal膳ud pada Diktum KESÅ丁U berlaku selana

3 ( Tiga ) Iahun te血itung Tinggal = FebruLri 2020　sampai dengan

ll Februari 2023.

Pemegang kin竜W却b :

1 ・ Menyelenggankan Kursus Pendidikan Non Fomal tersebut sedemikian

rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya te血adap masyarakat.

2. Mentaad Peraturm Perundang-undangan yang berlaku atau yang alran

ditentukan kemudian.

3. Mengirimkan laporan berkala §eSuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengもukan pemohonan pe町a垂angan izin selambal lambatnya　30

(tigapuluh) hari sebelum izin berakhin

Lembaga Kursus Pelatihan Mandiri selaku pemegang kin Operasional ini.

tidak diperbolch untuk dipindch tangankan kepada pihck lain tanpa

§ePengetahua血Bupati Pesi§ir Selatan.

Keputusan ini berlalru sQjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dipeIbaiki sebagaima血a

mestinya.

Itmb皿3種n dこ軸血か皿調keImda Y(h :

l J3apck Bupati Pesisir Sela血di Painan scbagai hpema;

2.Sdr. Kapala Dinas Pendidikan dan Kcbudaya狐Kab. Pcsi§心Selatan di painan;

3A購小



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR. SELATAN
I}INAS PENI}IDIKAN DAN KEBUI}AYAAN

Jl- H- Agus Salim Painan Telp. {*?56} ZlffiZ, Fax {0756} 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab"go"idWsbsite : Lttp://disdikpe*isirrchtaukab,go.id

, REKOMENDASI
Nomor : 42ll 9,, /DPKIPAUD-DIKMAS?A2}

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangal terhadap keberadaan

kredibilitas dan aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta

rekomendasi Wali Nagari Langsano Taratak Kec. Sutera Nomor : 05/RKMIL'T|[-2A20

Tanggal 22 lar'uari 2020 perihal Rekomendasi izin Pendirian I-embaga Kursus Pelatihan

(LKP) dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga

Program

Ketua Pengelola

Alamat

: LKP ZIKRA

: Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

: ARSIL, S.Pd

: Ampalu Nagari Car.itiang Mudiak Selatan Surantih

Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan

Untuk mengajukan Izin Pendirian Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaat Republik Indonesia Nomor 8i Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Non Formal.

. I)emikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

04 Febuari 2020
(

s.Pd.,M.si
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